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Pendahuluan 
Perkembangan teknologi digital menjadikan media sosial dan platform komunikasi sebagai
bagian integral dari kehidupan akademik maupun sosial di lingkungan perguruan tinggi.
Interaksi mahasiswa saat ini tidak terbatas di ruang kelas, tetapi juga berlangsung aktif 
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melalui media sosial, akun organisasi kampus, forum daring, dan grup percakapan. Namun,
keterbukaan ruang digital tersebut diiringi peningkatan risiko Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO) dan pelecehan seksual digital yang menyasar mahasiswi.

Laporan SAFEnet tahun 2024 mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender
online (KBGO). Kelompok usia 18–25 tahun, yang mencakup rentang usia mahasiswa,
menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Bentuk kekerasan yang terjadi antara
lain penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-Consensual Dissemination of
Intimate Images atau NCII), pemerasan seksual (sextortion), ancaman penyebaran konten
pribadi, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin (doxing).

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, tantangan utama masih
terletak pada implementasinya. Korban dapat menghadapi berbagai hambatan ketika
melaporkan kekerasan, mulai dari kekhawatiran terhadap kerahasiaan identitas, ancaman
intimidasi, lambatnya respons kampus, hingga ketidakjelasan mekanisme pelaporan.

Risiko kekerasan digital dapat dialami oleh seluruh mahasiswa, baik laki-laki maupun
perempuan. Namun, perempuan menghadapi kerentanan khusus terhadap kekerasan
berbasis gender online (KBGO), termasuk pelecehan seksual melalui media digital. Data
SAFEnet tahun 2024 perlu menjadi perhatian dalam memahami pola kerentanan tersebut,
terutama di kalangan usia mahasiswa. Kerentanan ini menegaskan pentingnya
perlindungan mahasiswi sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan akademik
yang aman dan inklusif.

Keamanan digital mahasiswi bukan hanya persoalan penanganan kasus kekerasan,
melainkan juga fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan
kesetaraan gender. Lingkungan akademik yang aman memungkinkan perempuan
mengembangkan kompetensi, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan diri untuk
menduduki posisi kepemimpinan di sektor publik maupun birokrasi.

Analisis Kesenjangan Tata Kelola dan Pembelajaran Studi Kasus

Upaya melindungi mahasiswi dari kekerasan di ruang digital membutuhkan kesiapan
sistemik dan komitmen nyata dari perguruan tinggi. Keberadaan Satuan Tugas (Satgas)
atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) tidak cukup apabila belum



didukung mekanisme kerja yang jelas dan layanan yang dapat diakses oleh korban.
Kampus harus memastikan bahwa mahasiswa mengetahui ke mana harus melapor,
memperoleh perlindungan atas identitas dan data pribadinya, serta mendapatkan respons
dan pendampingan ketika mengalami kekerasan.

Dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dijalankan. Laporan yang tidak
ditindaklanjuti secara jelas, proses pelaporan yang membuat korban harus berulang kali
menceritakan pengalaman traumatisnya, serta risiko penyebaran data pribadi dapat
memperburuk dampak kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan
kekerasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Perguruan tinggi
perlu membangun sistem yang berorientasi pada keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan
korban.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan kriteria tapisan masalah yang mencakup aspek
dampak, kelembagaan, dan sosial, terdapat tiga persoalan prioritas yang perlu mendapat
perhatian, yaitu:

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam memberikan respons yang cepat,
aman, dan terkoordinasi terhadap laporan kekerasan.
Belum terintegrasinya kebijakan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur
pencegahan, penanganan kasus, pengelolaan bukti digital, serta pemulihan korban.
Belum optimalnya akses terhadap kanal pelaporan yang aman dan menjaga
kerahasiaan korban, sehingga mahasiswa memerlukan kepastian bahwa laporan
mereka akan ditangani secara bertanggung jawab.

Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan
perlindungan dan pelaksanaannya. Karena itu, pembenahan perlu diarahkan pada
penguatan kelembagaan, integrasi prosedur penanganan, dan penyediaan kanal pelaporan
yang mudah diakses serta dapat dipercaya.



Tabel 1. Matriks Hasil Tapisan Masalah Kebijakan Perlindungan Kampus

No
Permasalahan
Kebijakan

Dampak Kelembagaan Sosial
Kriteria
Prioritas

1.

Belum optimalnya sistem
kelembagaan dalam
memberikan respons
cepat, aman, dan
terkoordinasi

5 5 5 Tinggi

2.

Belum optimalnya
kebijakan dan SOP yang
mengintegrasikan
pencegahan hingga
pemulihan

5 5 5 Tinggi

3.

Belum optimalnya
koordinasi perlindungan
mahasiswa antara
perguruan tinggi dan
mitra pendidikan

4 5 4 Sedang

4.
Belum optimalnya literasi
keamanan digital warga
kampus

4 4 4 Sedang

5.
Belum optimalnya akses
terhadap kanal pelaporan
yang aman dan rahasia

5 5 5 Tinggi

6.

Belum optimalnya
integrasi layanan
pendampingan psikologis,
akademik, dan hukum

4 4 4 Sedang

Sumber : Hasil analisis data olahan penulis berbasis Teori Tapisan McNamara (2026).



Kebutuhan akan mekanisme perlindungan lintas institusi semakin penting seiring dengan
meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik di luar kampus, seperti
magang dan pendidikan profesi di lembaga mitra. Jika kekerasan terjadi di lingkungan
kerja mitra, perguruan tinggi dan institusi terkait perlu memiliki protokol bersama yang
mengatur pelaporan, pendampingan, dan tindak lanjut kasus secara terkoordinasi.
Mekanisme ini harus memastikan bahwa proses penanganan berjalan tanpa mengabaikan
hak korban atas perlindungan maupun keberlanjutan pendidikan dan kegiatan
akademiknya.

Membangun Ekosistem Kampus yang Aman Digital

Persoalan mendasar dalam perlindungan mahasiswi di ruang digital bukan hanya terletak
pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada belum terintegrasinya keamanan digital ke
dalam tata kelola perguruan tinggi. Selama isu ini lebih banyak ditangani setelah kasus
terjadi, upaya perlindungan akan cenderung bersifat reaktif. Padahal, kampus perlu
memastikan bahwa pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban menjadi bagian dari
sistem pelayanan kemahasiswaan.

Perubahan tersebut membutuhkan tiga langkah utama. Pertama, pimpinan perguruan tinggi
perlu menempatkan keamanan digital sebagai bagian dari kebijakan perlindungan
mahasiswa. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam pembagian tanggung jawab yang
jelas, koordinasi antar unit, serta prosedur penanganan yang dapat dijalankan ketika terjadi
kekerasan.

Kedua, kampus perlu memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap layanan
pelaporan yang aman dan dapat dipercaya. Prosedur pelaporan harus jelas, identitas korban
dijaga, dan petugas memiliki kemampuan untuk menangani kasus secara profesional.
Pengelolaan bukti digital juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan
risiko baru bagi korban. Dengan demikian, keberadaan satuan tugas tidak berhenti pada
pemenuhan struktur kelembagaan, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan.

Ketiga, keamanan digital perlu menjadi bagian dari pendidikan dan pengembangan
mahasiswa. Literasi digital, etika berinteraksi di ruang daring, perlindungan data pribadi,
dan kesetaraan gender perlu diperkenalkan sejak masa orientasi dan diperkuat melalui
kegiatan kemahasiswaan. Upaya ini harus melibatkan mahasiswa laki-laki maupun
perempuan karena pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab seluruh warga
kampus.



Perlindungan juga tidak boleh berhenti di lingkungan fisik perguruan tinggi. Mahasiswa
yang mengikuti magang, pendidikan profesi, atau kegiatan akademik di lembaga mitra
tetap membutuhkan kepastian perlindungan. Karena itu, perguruan tinggi perlu
membangun koordinasi dengan perusahaan, rumah sakit, instansi pemerintah, dan mitra
pendidikan lainnya. Kesepakatan bersama harus menjelaskan mekanisme pelaporan,
pendampingan, dan tindak lanjut apabila terjadi kekerasan, dengan tetap memperhatikan
hak korban dan keberlanjutan pendidikan mereka.

Agar perubahan ini tidak berhenti sebagai komitmen tertulis, pelaksanaannya perlu
dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kampus dapat mengevaluasi kebijakan yang
sudah tersedia, mengidentifikasi kelemahan mekanisme pelaporan, dan memperjelas
prosedur penanganan. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan kapasitas petugas,
penguatan kerja sama dengan mitra, dan pelaksanaan edukasi keamanan digital secara
berkelanjutan. Selanjutnya, seluruh upaya tersebut perlu diintegrasikan ke dalam budaya
kampus dan dievaluasi secara berkala.

Evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah sosialisasi atau kegiatan yang telah
dilaksanakan. Perguruan tinggi juga perlu melihat apakah mahasiswa mengetahui saluran
pelaporan, apakah laporan ditangani sesuai prosedur, apakah kerahasiaan korban terjaga,
dan apakah layanan yang diberikan membantu korban memperoleh perlindungan. Data
evaluasi harus dikelola dengan tetap menjaga privasi dan keamanan pihak yang terlibat.

Pada saat yang sama, lingkungan kampus yang aman perlu dihubungkan dengan
pengembangan talenta perempuan. Program mentoring, jejaring profesional, dan
pengembangan kepemimpinan dapat memperluas kesempatan mahasiswi untuk tumbuh
dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Namun, kesempatan tersebut hanya akan
bermakna apabila didukung lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Membangun kampus aman digital pada akhirnya bukan pekerjaan satu unit atau
penyelesaian administratif dalam waktu singkat. Upaya ini menuntut kepemimpinan,
koordinasi, layanan yang dapat dipercaya, serta evaluasi berkelanjutan. Perguruan tinggi
perlu bergerak dari pendekatan yang hanya merespons kasus menuju sistem yang mampu
mencegah kekerasan sekaligus melindungi korban ketika kekerasan terjadi.

Dengan cara itulah keamanan digital dapat menjadi bagian nyata dari tanggung jawab
pendidikan tinggi: bukan hanya menjaga mahasiswa dari ancaman, tetapi juga memastikan
mereka memiliki ruang yang aman untuk belajar, mengembangkan kompetensi, dan
mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.



Kesimpulan
Keamanan digital bagi mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi merupakan prasyarat
mutlak untuk menjamin hak atas pendidikan yang aman dan inklusif. Permasalahan KBGO
tidak dapat diselesaikan secara parsial. Perguruan tinggi perlu membangun Ekosistem
Kampus Aman Digital dan Responsif Gender yang menyatukan regulasi internal,
penguatan kapasitas lembaga, kemudahan akses pelaporan, serta perlindungan lintas
institusi dengan mitra. 

Dengan menciptakan ruang akademik dan digital yang aman, perguruan tinggi tidak hanya
melindungi mahasiswi dari potensi kekerasan, tetapi juga menjaga keberlanjutan pipeline
talenta perempuan yang siap berkontribusi secara profesional, mendorong pemenuhan
kebijakan keterwakilan perempuan dalam jabatan birokrasi, siap memimpin di berbagai
sektor publik di masa depan serta dapat memimpin di berbagai sektor publik.
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